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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kearifan sistem pemerintahan Puang
Rimaggalatung dalam Lontarak Bugis. Melalui representasi kearifan tersebut, beliau mengamanatkan
falsafah hidupnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Berkenaan dengan tujuan tersebut, penulis
menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui analisis struktural dengan teknik penelitian baca-
simak dan observasi. Data penelitian ini adalah nasihat Puang Rimaggalatung yang tertuang dalam Lontarak
Bugis, sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Sikki dan diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1995. Berdasarkan hasil
analisis, diperoleh kearifan Puang Rimaggalatung dalam sistem pemerintahannya berupa nasihat yang
mengedepankan prinsip berikut: (1) jujur, (2) adil, (3) tegas, (4) saling memaafkan, (5) taat adat, dan (6)
sopan santun. Representasi kearifan tersebut dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam
mengemban amanah. Kehadiran pemerintah yang arif sangat didambakan masyarakat untuk menciptakan
harmonisasi antara pemerintah dan warganya.
Kata kunci: kearifan, sistem pemerintahan, Puang Rimaggalatung
Abstract: This study aims at describing the wisdom of government system of Puang Rimaggalatung
in “Lontarak Bugis”. Through the wisdom representation, he suggested his philosophy  in running
the government. Regarding this, the writer applies descriptive qualitative method through struc-
tural analysis with reading-listening and observation techniques. The data were taken from the
advices of Puang Rimaggalatung in “Lontarak Bugis”, a book written by Muhammad Sikki and
published by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
in 1995. The study indicates  that the wisdom of Puang Rimaggalatung in his government system is
in form of some advices with basic principles, such as: (1) honesty, (2) fairness, (3) firmness, (4)
forgiving, (5) obedience to custom, and (6) respect. The wisdom can be inherited to the next gen-
eration in carying out people’s mandates.  The presence of wise government is expected to create
good  harmony between the government and its people.
Key words: wisdom, government system, Puang Rimaggalatung
1. Pendahuluan
Kehidupan sosial masyarakat pada
umumnya mengalami perkembangan dari
zaman ke zaman. Perkembangan tersebut
sejalan dengan perkembangan arus
globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, untuk
menciptakan masyarakat yang madani,
masyarakat harus senantiasa menjunjung
tinggi nilai, norma, dan hukum melalui
2METASASTRA , Vol. 7 No. 1, Juni 2014: 1—12
penguasaan iman, ilmu, dan teknologi
sebagai wujud dari sebuah peradaban. Akan
tetapi, tidak semua kemajuan menghasilkan
masyarakat madani yang sadar akan nilai,
norma, dan hukum yang berlaku. Sejalan
dengan hal tersebut, penguasaan iman,
ilmu, dan teknologi sebagai wujud
peradaban kadang terabaikan. Kedua hal
tersebut seharusnya berkembang secara
berimbang dan selaras menuju penciptaan
masyarakat madani yang hakiki.
Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap nilai, norma, dan hukum berujung
pada apresiasi nilai budaya yang semakin
terkikis. Sikki (1994: 1) menyatakan bahwa
dalam keadaan masyarakat yang sedang
berubah seperti halnya masyarakat
sekarang ini, berbagai bentuk kebudayaan
lama bukan mustahil akan terabaikan. Hal
ini terjadi pula pada masyarakat Bugis yang
kurang memperhatikan aspek-aspek
budaya Bugis yang sangat tinggi nilainya
sebagai sebuah identitas masyarakat Bugis.
Dalam mewujudkan jati diri masyarakat
Bugis, budaya Bugis pun harus berkembang
dan beriringan dengan perkembangan
mayarakat Bugis itu sendiri. Dengan
demikian, eksistensi budaya Bugis sebagai
warisan nenek moyang harus dijaga dan
dipelihara sepanjang zaman (Darmawati,
2012:85).
Salah satu warisan budaya Bugis yang
harus dijaga dan dipelihara sepanjang
zaman adalah sistem pemerintahan yang
arif dan demokratis. Dalam konsep
pemerintahan demokratis, sistem
pemerintahan yang berlaku berada dalam
suatu bentuk kekuasaan dari, oleh, dan
untuk rakyat. Dengan demikian, seorang
pemerintah yang arif dan demokratis
senantiasa mengayomi rakyatnya dan
menempatkan kepentingan rakyat di atas
kepentingan pribadi dalam menjalankan
roda pemerintahan.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
dipahami bahwa sistem pemerintahan yang
arif dan demokratis sejalan dengan nasihat-
nasihat Puang Rimaggalatung yang
tertuang dalam Lontarak Bugis. Kisah Puang
Rimaggalatung adalah salah satu bentuk
kesusastraan Bugis dan bagian dari Lontarak
Bugis yang berisi berbagai nasihat. Nasihat-
nasihat tersebut menjadi wadah penyaluran
sikap dan pandangan para pemimpin atau
pemerintah terhadap rakyatnya. Pada masa
pemerintahannya, Puang Rimaggalatung
dikenal sebagai peletak dasar-dasar
demokrasi dan hak sosial rakyat serta asas
negara hukum yang disebut dengan istilah
adek assiturusennami to wajo e napopuang
‘menjunjung tinggi adat persatuan dan
kesatuan orang Wajo’(Sikki, 1995:4).
Cerminan sistem pemerintahan Puang
Rimaggalatung menunjukkan betapa
pentingnya eksistensi sebuah sistem
pemerintahan yang arif sebagaimana
halnya yang dianut oleh Puang
Rimaggalatung dalam Lontarak Bugis. Sistem
pemerintahan yang arif dan bijaksana harus
dijaga, dilestarikan, dan diterapkan, bahkan
diwariskan kepada generasi mendatang
dalam mengemban amanah rakyat. Hal
demikian harus dilakukan secara
berkesinambungan agar nilai dan makna
yang terkandung di dalamnya tidak terkikis
oleh arus globalisasi yang semakin
memonopoli kehidupan generasi muda.
Sejalan dengan latar belakang yang
telah dipaparkan, penulis memandang perlu
dilestarikannya sistem pemerintahan yang
dianut oleh Puang Rimaggalatung. Sistem
pemerintahan yang dianut oleh beliau dapat
diwariskan kepada generasi yang akan
datang. Namun, tidak semua orang dapat
menerapkan sistem pemerintahan yang
demikian, bahkan masih banyak yang belum
memahaminya. Oleh sebab itu, kurangnya
pemahaman terhadap kearifan sistem
pemerintahan Puang Rimaggalatung dalam
Lontarak Bugis merupakan permasalahan
dalam tulisan ini. Sesuai dengan
permasalahan tersebut, pertanyaaan
penelitian ini adalah bagaimanakah kearifan
sistem pemerintahan yang dianut oleh
Puang Rimaggalatung dalam Lontarak Bugis?
Berdasarkan masalah dan pertanyaan
penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan kearifan sistem
3BESSE DARMAWATI: KEARIFAN SISTEM PEMERINTAHAN PUANG RIMAGGALATUNG DALAM LONTARAK BUGIS
pemerintahan yang dianut oleh Puang
Rimaggalatung dalam Lontarak Bugis.
Dengan demikian, hasil yang diharapkan
dalam penelitian ini adalah terwujudnya
pemaparan tentang kearifan sistem
pemerintahan yang dianut oleh Puang
Rimaggalatung dalam Lontarak Bugis.
Penelitian ini menerapkan metode
penelitian deskriptif kualitatif melalui kajian
struktural. Oleh sebab itu, penelitian ini
bersifat deskriptif, yakni berupa penjabaran
kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku dari
orang-orang yang dapat diamati (Bogdan
dan Tylor, 1993:5). Sugiyono (2009:9) juga
menyatakan bahwa metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada postpositivisme untuk
meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah.
Kemudian, kajian struktural membatasi diri
pada penelaahan karya sastra itu sendiri.
Dalam hal ini, karya sastra dipandang
sebagai satu kebulatan makna (Wahid,
2004:71).
Untuk memperoleh data yang akurat,
penulis menempuh teknik pengumpulan
data berupa baca-simak dan observasi. Data
dalam penelitian ini adalah nasihat-nasihat
Puang Rimaggalatung yang terangkum
dalan buku yang berjudul Lontarak Bugis.
Buku tersebut ditulis oleh Muhammad Sikki
dan diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta
pada tahun 1995. Data tersebut didukung
oleh data sekunder berupa buku-buku
bahasa dan sastra serta hasil-hasil penelitian
yang relevan dengan masalah dalam
penelitian ini.
2. Kajian Teori
2.1 Konsep Kearifan dalam Sistem
Pemerintahan
Secara etimologi, kearifan berasal dari
kata arif yang mengandung makna
bijaksana, cerdik, pandai, berilmu, paham,
dan mengerti (KBBI, 2008: 85). Lebih lanjut,
Murmahyati (2013:446) menyatakan bahwa
konsep kearifan dalam sistem pemerintahan
juga berlandaskan pada demokrasi. Konsep
semacam ini terdapat dalam tradisi
kehidupan orang Bugis. Seorang pemimpin
mustahil terbentuk tanpa rakyat, begitu pula
sebaliknya. Oleh sebab itu, seorang
pemimpin memperoleh kekuasaan
memerintah atas dasar amanat rakyat.
Dengan demikian, pemerintah harus
mengutamakan kepentingan rakyatnya
daripada kepentingan pribadinya.
Dalam hal memegang tampuk
pemerintahan, seorang pemerintah dapat
dikatakan arif jika selalu bijak menggunakan
akal budi, pengalaman, dan
pengetahuannya untuk mempertajam
pikiran dalam mengambil keputusan.
Pemerintah yang arif juga harus pandai,
hati-hati, cermat, cerdas, dan teliti dalam
menghadapi kesulitan. Sejalan dengan hal
tersebut, Hakim (2013) juga menyatakan
bahwa pemimpin (pemerintah) dalam
masyarakat Bugis menempati posisi yang
sangat agung laksana wakil Tuhan di bumi,
sepanjang pemimpin itu berjalan pada jalur
yang benar. Pribadinya sangat dihormati,
titahnya sangat diindahkan, dan tingkah
lakunya menjadi rujukan baku.
Penghormatan dan ketundukan yang tulus
itu mereka tampakkan dalam perkataan dan
tindakan. Sebaliknya, pemimpin yang
melakukan tindakan yang bertentangan
dengan ketentuan adat atau agama tidak
akan diberi kompromi.
Berkenaan dengan penjelasan mengenai
kearifan dan sistem pemerintahan tersebut,
penulis memahami bahwa kearifan oleh
pemerintah dalam menjalankan roda
pemerintahan sangat penting mengingat
kondisi rakyat yang membutuhkan
pemimpin sekaligus pengayom. Pada suatu
sistem pemerintahan yang demokratis,
terjalin kerja sama yang baik antara
pemerintah dan rakyat. Pemerintah dapat
memimpin dan melindungi rakyatnya,
sebaliknya rakyat dapat menghargai dan
mematuhi aturan pemerintah. Dengan
demikian, harmonisasi antara pemerintah
dan rakyatnya dapat tecapai.
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2.2 Lontarak Bugis dan Puang
Rimanggalatung
Dari segi bahasa yang digunakannya,
Lontarak Bugis merupakan salah satu karya
sastra daerah milik masyarakat Bugis.
Lontarak Bugis menggambarkan kejayaan
yang diraih oleh masyarakat Bugis pada
masa silam. Lontarak Bugis berisi tentang
pranata-pranata sosial dan lembaga-
lembaga kebudayaan yang mengandung
nilai pedagogis, ekonomis, sosial, politis,
filosofis dan lain-lain.
Sebagai karya sastra daerah, Lontarak
Bugis meriwayatkan berbagai kisah dan
menyimpan berbagai nilai budaya, di
antaranya adalah kisah “Puang
Rimanggalatung”. Kisah tersebut
menghimpun buah pikiran dan nasihat
dalam bidang hukum dan adat. Oleh sebab
itu, kisah “Puang Rimanggalatung” yang
tertuang dalam Lontarak Bugis dapat
dijadikan sebagai landasan fundamental
terhadap pengaturan suatu sistem
pemerintahan yang arif dan demokratis.
Sejalan dengan hal tersebut, penulis
memandang bahwa Lontarak Bugis sebagai
salah satu bentuk karya sastra daerah yang
berasal dari tanah Bugis merupakan media
efektif dalam menyalurkan sikap dan
pandangan penutur kepada pendengarnya.
Kemudian, nilai dan makna yang
terkandung di dalamnya dapat dijadikan
sebagai pedoman hidup umat manusia,
termasuk dalam mengemban amanah. Oleh
karena nilai dan makna yang terkandung
di dalamnya menyangkut hukum adat,
nasihat-nasihat Puang Rimaggalatung
dalam Lontarak Bugis memiliki peranan
penting sebagai pranata sosial dalam
menyampaikan amanah secara
berkesinambungan guna mengembangkan
Lontarak Bugis sebagai aset budaya daerah
dan mahakarya masyarakat Bugis.
Kaitannya dengan kepemimpinan
Puang Rimanggalatung, beliau adalah sosok
pemimpin yang sangat arif dalam
memerintah. Di samping itu, beliau juga
terkenal cakap, ahli hukum adat, jujur di
segala bidang, dan ahli strategi perang.
Berkat perjuangannya, Kerajaan Wajo pada
masa pemerintahan Puang Rimanggalatung
berkembang pesat dalam berbagai segi
kehidupan. Beliau pun kemudian disebut
sebagai pencipta dinasti baru yang besar dan
peletak dasar-dasar demokrasi yang dalam
bahasa Bugis dikenal dengan istilah mangelle
pasang. Puang Rimaggalatung, selaku Arung
Matowa Wajo IV, memerintah pada tahun
1491–1524 (Sikki, 1995:1).
3. Hasil dan Pembahasan
Sejalan dengan masalah yang telah
diutarakan, bagian ini memaparkan makna
falsafah hidup yang dianut dan diterapkan
oleh Puang Rimaggalatung dalam sistem
pemerintahan pada masanya. Dalam
rangka mengurai sistem pemerintahan
tersebut, penulis merepresentasikan nasihat-
nasihat Puang Rimaggalatung dalam
mengemban amanah dan mewariskannya
kepada generasi mendatang sebagaimana
tertera dalam Lontarak Bugis. Beberapa
representasi nasihat Puang Rimagalatung
tersebut adalah sebagai berikut.
3.1 Jujur
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2008:591) dijelaskan bahwa kata jujur
mengandung makna lurus hati, tidak
berbohong atau berkata apa adanya, tidak
curang dalam permainan atau kerja sama
dengan mengikuti aturan yang berlaku,
tulus, dan ikhlas. Kejujuran merupakan
landasan pokok dalam menjalin hubungan
dengan sesama manusia. Terjadinya
ketidakjujuran dalam masyarakat akan
menimbulkan bencana atau munculnya
berbagai penyakit. Bahkan, kejujuran
merupakan syarat mutlak untuk dimiliki oleh
seseorang yang akan diangkat menjadi raja
atau pemimpin (Murmahyati, 2013:444).
Berdasarkan pemahaman tersebut, sifat
jujur dapat dijadikan sebagai fondasi dalam
menjalin hubungan kerja sama antarsesama
manusia. Tanpa sifat jujur seseorang, kerja
sama yang baik sulit tercapai. Hal demikian
sejalan dengan nasihat Puang
Rimaggalatung berikut.
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1) Makkedai Puang Rimaggalatung,
lempuk na acca iana ritu
madeceng riparaddeki ri watakkale.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Kejujuran dan kepandaian itulah
yang patut ditanamkan pada diri kita.”
Nasihat (1) tersebut berisi amanat
kepada umat manusia untuk menanamkan
sifat kejujuran dan kepandaian kepada
pribadi masing-masing. Dengan memiliki
kedua sifat tersebut, manusia dapat menjalin
kerja sama yang baik dengan sesamanya
yang berujung pada penghidupan yang baik
pula. Kejujuran dan kepandaian yang
digunakan untuk kebaikan, baik kebaikan
pribadi maupun kebaikan bersama,
senantiasa akan membimbing manusia pada
jalan yang benar dan menjauhkannya dari
jalan yang suram.
2) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia mpawa e jak ri
loanrumang e iana ritu
gaukna Arung e ri to maega e
immagga malai saro
ri wettu risurona
olo e nabicara natea bicara i.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Yang membawa akibat buruk di
bidang pertanian ialah gara-gara
perlakuan raja terhadap rakyatnya
atau mengambil keuntungan/menerima
suap dari perintah yang dijalankannya
seharusnya dibicarakan, tetapi tidak mau
membicarakannya.”
Masih sejalan dengan nasihat (1),
nasihat (2) mengungkap perlakuan
pemerintah (raja pada masa kepemimpinan
Puang Rimaggalatung) yang tidak jujur
terhadap rakyatnya, misalnya, pemerintah
menerima suap secara diam-diam untuk
meraup keuntungan pribadi. Hal demikian
dapat berakibat buruk pada pemerintah dan
seluruh rakyatnya, misalnya, terjadi gagal
panen. Mengolah pertanian merupakan
mata pencaharian utama masyarakat Wajo
karena mayoritas masyarakatnya berprofesi
sebagai petani. Kegagalan panen akan
berakibat buruk secara menyeluruh kepada
masyarakat Wajo karena sumber ekonomi
utama mereka tidak berjalan lancar. Dengan
demikian, dalam hal mengemban amanah,
perihal suap-menyuap ditentang karena
dapat berakibat buruk bagi pemerintah
beserta seluruh rakyatnya dan menjadi
bagian dari sifat pemimpin yang tidak jujur.
3) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia ritu Pabbicara malampek sungek
malempuk e, nabicarai alena.
Berkata Puang Rimaggalatung,
“Hanyalah pabbicara yang jujur yang
akan panjang umurnya, mengoreksi
dirinya.”
Masih sejalan dengan nasihat (2),
nasihat (3) memperjelas dampak dari
pemerintah atau hakim yang jujur. Hakim
yang jujur akan diberi kesehatan dan umur
panjang sehingga mampu mengoreksi
dirinya sendiri. Sebaliknya, hakim yang
tidak jujur tidak mampu lagi mengoreksi
dirinya sendiri karena dikuasai oleh sifat
serakah dan angkuh.
4) Makkedai Puang Rimaggalatung,
adek pura onrona toi to Wajo e
tessiakkale-kalengi
tessijellokeng roppo-roppo
makkeda siateppereng i
naisseng Dewata seuae risese lemputa.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Adat turun-temurun bagi orang Wajo
adalah tidak saling menyembunyikan,
tidak saling menunjukkan kesusahan,
berkata saling mempercayai,
dimaklumi Dewata kejujuran kita.”
Sifat jujur yang dimiliki oleh pemerintah
menjadi suriteladan rakyatnya. Sifat jujur
tidak hanya dilakukan untuk menjalankan
aturan dengan sebenar-benarnya, tetapi juga
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tidak saling menyembunyikan, tidak saling
menunjukkan kesusahan, dan saling
mempercayai, baik antara pemerintah dan
rakyatnya, antarsesama pemerintah,
maupun antarsesama rakyat. Semakin tinggi
kejujuran pemerintah terhadap rakyatnya,
semakin kuat pula kepercayaan rakyat
terhadap pemerintahnya. Hal demikian oleh
orang Wajo dapat diinstitusikan sebagai
adat yang bersifat turun-temurun
sebagaimana yang tertera pada nasihat (4).
3.2 Adil
Adil berarti sama berat, tidak berat
sebelah, tidak memihak (KBBI, 2008:10).
Dalam hal memutuskan perkara, semua orang
harus diperlakukan sama dan adil di muka
hukum. Terabaikannya sektor keadilan akan
memunculkan ketidakharmonisan, bahkan
gejolak di kalangan masyarakat (Hakim,
2013: 177-178). Dengan demikian, keadilan
dapat dijadikan sebagai landasan berpijak
dalam memutuskan perkara agar kedua
belah pihak tidak terzalimi. Pentingnya
keadilan dalam menyelesaikan masalah
menuntut pemerintah atau hakim untuk
selalu berlaku adil. Tanpa keadilan,
harmonisasi antara pemimpin dan yang
dipimpin sulit tercapai. Hal demikian sejalan
dengan nasihat Puang Rimaggalatung.
5) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia mpawa e jak ri
loanrumang e iana ritu
narekko teani maruwae wekkadua
pananrang bicara maceko
nabicara Arung e.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Yang membawa akibat buruk
di bidang pertanian adalah gara-gara
musim hujan tidak turun dua kali
setahun
pertanda raja dan hakim menyelewengkan
peraturan.”
Salah satu penyebab terjadinya gagal
panen adalah kemarau panjang. Sawah
tadah hujan yang dimiliki oleh para petani
Wajo hanya mengandalkan air hujan. Jika
terjadi kemarau panjang, Puang
Rimaggalatung menganggapnya sebagai
musibah dan pertanda adanya pemerintah
atau hakim yang menyelewengkan
peraturan sebagaimana tertera pada nasihat
(5). Dalam mengemban amanah, tindakan
penyelewengan terhadap peraturan yang
telah disepakati sangat ditentang oleh
masyarakat karena berakibat buruk bagi
mereka. Sifat menyelewengkan aturan
merupakan salah satu sifat pemerintah yang
tidak adil dan tidak pantas mengemban
amanah masyarakat.
6) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia mpawa e jak ri
loanrumang e iana ritu
gaukna Arung e ri to maega e
na ia narekko napaenrek i
akkanrenna balawoe ri petau galung e
iana ritu makkalopek i to mabbicara e.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Yang membawa akibat buruk di
bidang pertanian adalah gara-gara
perlakuan raja terhadap rakyatnya.
Jika tikus menaikkan
bekas makanannya di pematang sawah,
tandanya bahwa pabbicara memihak.
Bukan hanya kemarau panjang yang
menyebabkan terjadinya gagal panen,
melainkan juga karena ulah tikus yang
merusak padi. Jika tikus menaikkan bekas
makanannya di pematang sawah
sebagaimana dinyatakan pada nasihat (6),
pertanda bahwa pemerintah atau hakim
telah memihak dalam memutuskan suatu
perkara. Hal demikian tentu saja
bertentangan dengan pihak-pihak yang
terzalimi. Keberpihakan dalam memutuskan
suatu perkara mencerminkan sifat hakim
yang tidak adil. Sebaliknya, hakim yang adil
senantiasa berkiblat pada kebenaran dan
tidak memihak dalam memutuskan perkara.
7) Makkedai Puang Rimaggalatung,
ianaro kupasengekko Tonampe
sibawa anak eppoku silisek,
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eppa urekna bicara e,
seuani tutu e wali-wali,
maduanna sabbi e wali-wali,
matellunna onro e wali-wali,
maeppana barangkaukna wali-wali,
pasitimbang-timbang i
narekko motokno rekko ele i
iaiannani nawerekko Dewata e
iani murettekeng i
pattarona tu Dewata e
Berkata Puang Rimaggalatung,
“Yang aku pesankan kepadamu hai
Tonampe serta anak cucuku sekalian
bahwa suatu perkara mempunyai empat
faktor utama:
Pertama, keterangan kedua belah pihak;
kedua, saksi kedua belah pihak;
ketiga, kedudukan kedua belah pihak;
keempat, tingkah laku kedua belah pihak,
pertimbangkanlah keduanya.
Apabila engkau sudah bangun di pagi
hari, apa saja yang diilhamkan Tuhan
kepadamu, itulah engkau ambil sebagai
keputusan, keputusan itulah yang Tuhan
inginkan.”
Sejalan dengan nasihat (6), nasihat (7)
menjelaskan perihal keadilan yang
sesungguhnya. Pemerintah atau hakim yang
adil seyogyanya memperhatikan empat hal
pokok, yaitu keterangan, saksi, kedudukan,
dan tingkah laku kedua belah pihak yang
berperkara. Dalam hal memutuskan
perkara, hakim dapat mengambil keputusan
secara bertahap berdasarkan empat hal
tersebut. Jika telah melewati tahapan
tersebut dan masih berimbang, disarankan
untuk menyucikan diri, berbaring seorang
diri,  dan menyerahkan perkara tersebut
kepada Tuhan. Keputusan dapat ditetapkan
setelah bangun tidur dan mendapat ilham
dari Yang Mahakuasa. Dengan demikian,
hakim memutuskan perkara sesuai
petunjuk-Nya dan membawa keberkahan
kepada seluruh rakyat.
8) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia bicara e Tonampe, atutui
madeceng i
iapa ritu nariaseng bicaranna
narekko tessiewai to pabbicara e
na to ribicara e nalolongeng i tau e
assitinajanna bicara e
mupappada-padapi ininnawammu
ri tau mappangewang e na dek
namawerrek barasseuwwanna.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Wahai Tonampe, jagalah
perundang-undangan itu sebaik-
baiknya. Suatu keputusan dapat
dikatakan tepat jika tidak ada
pertentangan antara yang mengadili dan
yang diadili mendapat kepatutan
peradilan.
Engkau yang bersengketa tidak berat
sebelah.”
Sehubungan dengan empat hal pokok
dalam perkara dan adanya keputusan
tertinggi sesuai petunjuk-Nya yang
membawa keberkahan kepada masyarakat,
nasihat (8) mengamanatkan agar
masyarakat Wajo menjaga nasihat (7)
dengan sebaik-baiknya sebagai undang-
undang bersama. Dengan demikian, hakim
dapat mengikuti undang-undang tersebut
dalam memutuskan perkara untuk
menghasilkan keputusan yang adil. Di
samping itu, masyarakat Wajo diamanatkan
pula agar senantiasa menjunjung tinggi
keputusan yang adil dengan berdasar pada
kebenaran dan tidak memihak.
3.3 Tegas
Hal lain yang diyakini dan diamanatkan
oleh Puang Rimaggalatung adalah
ketegasan. Seseorang dapat bertindak tegas
jika dibarengi dengan kebenaran. Dalam hal
memegang tampuk pemerintahan,
pemerintah dikatakan tegas jika bertindak
secara jelas, nyata, dan pasti sesuai dengan
aturan yang berlaku. Dengan demikian,
tegas tidak hanya taat pada aturan, tetapi
juga taat pada kebenaran.
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9) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia mpawa e jak ri
loanrumang e iana ritu
gaukna Arung e ri to maega e
narekko mare masseppei balawo e
iana ritu engka bicara
ritamua unganna
najjai to mabbicara e temmita i
Kata Puang Rimaggalatung,
“Yang membawa akibat buruk di
bidang pertanian adalah gara-gara
perlakuan raja terhadap rakyatnya.
Jika tikus makan dan tidak menyeluruh,
disebabkan adanya perkara
yang dapat diselesaikan
sengaja tidak diperhatikan oleh hakim.”
Berkenaan dengan sikap tegas
pemerintah atau hakim, nasihat (9)
menunjukkan sifat hakim yang dapat
menyelesaikan perkara, namun
keputusannya diabaikan atau sengaja tidak
diperhatikan. Kenyataan demikian ditandai
dengan gagal panen bagi masyarakat Wajo
karena ulah tikus yang memakan padi
secara tidak menyeluruh. Telah dijelaskan
sebelumnya bahwa ketegasan dapat
diterapkan jika dibarengi dengan
kebenaran. Oleh karena itu, jika terjadi
gagal panen seperti ini kemungkinan besar
keputusan hakim tidak dibarengi dengan
kebenaran.
10) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia mpawa e jak ri
loanrumang e iana ritu
gaukna Arung e ri to maega e
narekko narapikni tikkeng lise asewe
nadek nallisek
bicara pura ritu tenri pallisek.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Yang membawa akibat buruk di
bidang pertanian adalah gara-gara
perlakuan raja terhadap rakyatnya.
Jika tiba masanya padi berbuah
lalu tidak kunjung berisi
tandanya ada perkara sudah diputuskan,
tetapi tidak diberlakukan.”
Selain karena ulah tikus, gagal panen
dapat diakibatkan juga oleh jika tiba
masanya padi berbuah, namun tidak
kunjung berisi. Nasihat (10) menjelaskan
bahwa padi yang tidak berisi pada masanya
berbuah menunjukkan sifat pemerintah
atau hakim yang dapat menyelesaikan
perkara, namun tidak dapat menjalankan
keputusannya secara tegas. Keputusan tidak
dapat diterapkan secara tegas jika tidak
dibarengi dengan kebenaran. Kenyataan
demikian dapat mengakibatkan gagal panen
bagi masyarakat Wajo. Oleh karena itu,
nasihat (9) dan (10) menegaskan bahwa
gagal panen terjadi oleh karena hakim
memutuskan perkara tanpa berpijak pada
kebenaran.
11) Makkedai Puang Rimaggalatung,
o Tonampe, ajak
muluka bicara pura
namubicara paimeng
iana ritu riaseng poppok gamaruk
teppolei ase e.
Berkata Puang Rimaggalatung,
“Wahai Tonampe, janganlah engkau
membatalkan perkara yang sudah putus
lalu kamu bicarakan kembali.
Itulah yang dikatakan memecahkan
piring padi tidak menjadi.”
Nasihat (11) masih menegaskan perihal
penyebab gagal panen bagi masyarakat
Wajo. Gagal penen dapat pula terjadi karena
adanya perkara yang sudah diputuskan,
tetapi diperkarakan kembali. Perkara yang
diperkarakan kembali disebabkan oleh
kedua pihak yang berperkara tidak dapat
menerima keputusan hakim dengan baik.
Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak
tegas memberi keputusan dan tidak
mengikuti tahapan pengambilan keputusan
sesuai dengan undang-undang. Akibatnya,
pihak yang berperkara merasa terzalimi dan
masyarakat mengalami gagal panen.
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3.4 Saling Memaafkan
Pemerintah yang bijak adalah
pemerintah yang senantiasa memaafkan
dan tidak menaruh dendam. Tanpa
mengedepankan sikap saling memaafkan,
harmonisasi antarsesama manusia sulit
tercapai. Bahkan, sikap tidak saling
memaafkan dapat mengakibatkan musibah
sebagaimana yang diamanatkan oleh Puang
Rimaggalatung berikut.
12) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia mpawa e jak ri
loanrumang e iana ritu
narekko pasalai to baiccuk e
naitani asalanna
tenriaddampengeng
maduannna narekko engka tau
pasala ri to makkatenni e bicara
naitani asalanna
tenriaddampengeng.
Kata Puang Rimaggalatung,
“Yang membawa akibat buruk di
bidang pertanian adalah gara-gara
berikut. Apabila rakyat jelata bersalah
dan sudah menyadari kesalahannya itu
lalu mereka tidak diampunkan.
Yang kedua, apabila ada orang salah
pada orang yang memegang kekuasaan
dan sudah sadar akan kesalahannya itu
lalu tidak diberi ampun. “
Nasihat (12) menjelaskan bahwa betapa
pentingnya memaafkan dan dimaafkan.
Semua orang wajib hukumnya dimaafkan
jika sudah menyadari kesalahannya. Selain
itu, semua orang wajib pula hukumnya
untuk memaafkan setiap kesalahan orang
lain. Dengan saling memaafkan, tali
silaturahmi antarsesama manusia akan tetap
terbina dan dapat menciptakan kedamaian
hidup bermasyarakat. Sebaliknya,
masyarakat yang selalu bertikai tanpa
kesadaran untuk saling memaafkan dapat
berakibat buruk dan mendatangkan
musibah. Sikap saling memaafkan bagi
masyarakat Wajo akan dapat
menghindarkan mereka dari musibah gagal
panen.
3.5 Taat Adat
Pada masa pemerintahan Puang
Rimaggalatung, masyarakat Wajo sangat
menaati adat yang berlaku. Hal tersebut
ditopang oleh adat dan nilai budaya yang
masih kuat. Mereka senantiasa patuh
terhadap aturan-aturan yang telah
ditetapkan sebagaimana halnya amanat
Puang Rimaggalatung berikut.
13) Makkedai Puang Rimaggalatung,
o Tonampe, isseng i sia
adek pura onro e
temmakkulleisa rirusak,
mau riassimanengi tenrirusak to.
Berkata Puang Rimaggalatung,
“O Tonampe, ketahuilah bahwa
adat yang sudah turun-temurun
tidak boleh dirusak,
walau dengan kesepakatan tidak boleh
juga diubah.”
14) Makkedai Puang Rimaggalatung,
na ia riwinru e adek kuwi pole ri
allibungeng e tennaripuek kua toi ri
appada eloreng e tenna rirusak kutoi
ri assama turuseng e tenna riwelai.
Berkata Puang Rimaggalatung,
“Adapun adat terbentuk dari kebulatan
mufakat yang tidak dipertentangkan,
kehendak bersama yang tidak dibatalkan,
pesetujuan bersama yang tidak
diingkari.”
Nasihat (13) menyatakan bahwa aturan
adat akan berlaku secara turun-temurun
dan tidak boleh diubah. Adapun nasihat (14)
menyatakan bahwa aturan adat telah
dimufakati bersama dan hasil mufakat
tersebut wajib dijalankan. Kedua nasihat
tersebut menjelaskan tentang kesakralan
setiap aturan yang telah ditetapkan sebagai
hasil pemufakatan bersama. Oleh sebab itu,
pemerintah bersama jajarannya dan seluruh
lapisan masyarakat harus menjunjung tinggi
setiap aturan yang tertuang dalam adat,
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bahkan mewariskannya kepada generasi-
generasi mendatang.
3.6 Sopan Santun
Untuk menciptakan suasana harmonis
dalam kehidupan bermasyarakat, manusia
dituntut untuk senantiasa mengedepankan
sikap sopan santun, baik antarsesama
warga, antarwarga dan pemerintah,
maupun antarsesama pemerintah. Oleh
karena masyarakat Wajo menjunjung tinggi
adat yang berlaku, terutama kepada
pemerintah yang memegang tampuk
pemerintahan, adat sopan santun pun tidak
luput dari nasihat Puang Rimaggalatung
berikut.
15) Makkedai Puang Rimaggalatung,
adek abiasannato Limpo e ri Wajo
narekko siduppao Arung e
niniko mutettong iagi mutudang
ajak mujoppa, naseng ammani
alena mutoreang namasukkarak.
Berkata Puang Rimaggalatung,
“Adat kebiasaan bagi Limpo di Wajo,
jika berpapasan dengan Arung
menyisihlah dan berdirilah atau
duduklah.
Jangan berjalan, ia bisa anggap kamu
menyenggolnya dan menyusahkanmu.”
Nasihat (15) menjelaskan tentang adat
sopan santun ketika berpapasan dengan
pemerintah. Dalam nasihat tersebut,
diharapakan agar setiap warga yang
berpapasan dengan pemerintah untuk diam
sejenak, baik dalam kondisi berdiri maupun
duduk. Hal tersebut dimaksudkan agar
kedua pihak (pemerintah dan warganya)
diberi keselamatan dan terhindar dari
kesusahan.
16) Makkedai Puang Rimaggalatung,
adek pura onromu iko to Wajo e
narekko laoko ri bolana Arung e
nasipaddempereng mani temmudapina
pupung i lipakmu mupadecengiwi
musampoi pangulunna alamemmu,
narekko menrekko ri bolana
tudanno ribolamu mauni tenripatudang
nasabak bolamutu sitemmek e
ri saliweng iko tommenrek e,
ajak mupatettong i alekkekmu
mappau ri Arung e
narekko Arung orowane muoloi
ita-itai wi narekko naewako mappau
narekko Arung makkunrai muoloi
panok i matammu
narekko naewako mappau.
Berkata Puang Rimaggalatung,
“Adat turun-temurun bagi orang Wajo,
jika hendak pergi ke rumah raja
dan tinggal selemparan, sebelum sampai
perbaikilah sarungmu lalu atur baik-baik
dan tutup hulu badikmu.
Jika sudah naik di rumahnya,
duduklah meski tidak dipersilahkan
duduk sebab ruangan di luar adalah
milik bagi orang yang datang bertamu.
Jangan engkau duduk tegak kalau engkau
bercakap dengan raja.
Jika raja laki-laki yang engkau hadapi
tataplah wajahnya, jika raja perempuan
yang engkau hadapi tundukkanlah
pandanganmu jika engkau bertutur.”
Kemudian, nasihat (16) menjelaskan
tentang adat sopan santun bagi warga yang
hendak bertamu ke rumah pemerintah atau
raja pada saat itu. Dalam nasihat tersebut,
diharapakan agar setiap warga merapikan
pakaiannya sebelum masuk ke rumah
pemerintah dan duduk di ruang tamu
meskipun tidak dipersilakan ketika sampai
di tujuan. Selain itu, dinasihatkan pula agar
setiap warga tidak duduk tegak ketika
bercakap-cakap dengan pemerintah. Secara
spesifik, dinasihatkan agar menatap wajah
lawan bicara jika berbicara dengan
pemerintah/raja laki-laki dan menunduk
jika berbicara dengan pemerintah/raja
perempuan. Hal tersebut menandakan sikap
saling menghormati antara pemerintah dan
warganya.
17) Makkedai Puang Rimaggalatung,
narekko sipulung i Puang ri Wajo
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ammekkoko muarengkalinga
pappadai rekko mangloko ri Dewata e.
Berkata Puang Rimaggalatung,
“Apabila bermusyawarah Puang di
Wajo,
diamlah dan dengarkan baik-baik,
samakan jika engkau menghadap
Dewata.”
Nasihat (17) menjelaskan tentang adat
sopan santun ketika pemerintah berbicara
atau berpidato. Secara spesifik,
dinasihatkan agar warga senantiasa hening
atau diam dan mendengar dengan sungguh-
sungguh setiap ucapan pemerintah yang
sedang berbicara. Hal tersebut selain
menandakan sikap saling menghormati
antara pemerintah dan warganya, juga
menandakan bahwa hasil pembicaraan
pemerintah diambil melalui musyawarah
mufakat, dapat dipertanggungjawabkan
secara moral kepada warga, pemerintah,
dan Tuhan Yang Maha Esa.
Kini, ketiga nasihat tentang adat sopan
santun seperti pada nasihat (15), (16), dan
(17) mengalami pergeseran nilai seiring
dengan berjalannya waktu. Sebagian besar
masyarakat Wajo tidak lagi mematuhi
aturan adat sopan santun yang
diamanatkan oleh Puang Rimaggalatung.
Sekarang, aturan adat tidak sesakral pada
masa pemerintahan beliau lagi. Oleh karena
itu, pemerintahan yang berkuasa kini
sifatnya biasa-biasa saja dalam memegang
adat. Alhasil, pemerintah kurang
mengayomi rakyatnya dan rakyat kurang
menghargai pemerintahnya.
4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis, penulis
menyimpulkan bahwa nasihat Puang
Rimaggalatung dalam Lontarak Bugis
merupakan salah satu bentuk kesusastraan
Bugis yang membahas tentang sistem
pemerintahan yang dianut oleh Puang
Rimaggalatung pada masa
kepemimpinannya di Kabupaten Wajo.
Sistem  pemerintahan beliau dapat
diterapkan dalam pemerintahan kini,
khususnya dalam upaya mengemban
amanah dengan mengedepankan prinsip 1)
jujur, 2) adil, 3) tegas, 4) saling memaafkan,
5) taat adat, dan 6) sopan santun. Sistem
pemerintahan yang demikian dapat
diwariskan kepada generasi mendatang
dalam rangka membentuk generasi muda
yang arif, terutama dalam mengemban
amanah. Kehadiran pemerintah yang arif
sangat didambakan masyarakat untuk
menciptakan harmonisasi antara
pemerintah dan warganya.
Representasi kearifan sistem
pemerintahan yang dianut oleh Puang
Rimaggalatung dalam Lontarak Bugis masih
sangat terbatas. Oleh sebab itu, penulis
memandang perlu adanya analisis lanjutan,
baik dari sudut pandang sastra maupun
bahasanya. Dengan penelitian lanjutan
tersebut tidak tertutup kemungkinan
ditemukannya hal-hal lain yang bermanfaat
bagi masyarakat Bugis dan sekitarnya.
Dengan demikian, naskah Lontarak Bugis dan
kisah Puang Rimaggalatung akan selalu
hidup sebagai mahakarya masyarakat Bugis
yang patut dikaji dan dilestarikan supaya
terhindar dari kepunahan.
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